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kuasa hukum memperlakukan hak dari kliennya terhadap kasus yang diberikan 

kepadanya. 

3. Bagi para penegak hukum  yang terlibat dalam kasus kepailitan seharusnya 

memberikan penyuluhan kepada para pihak yang hendak mengajukan proses 

kepailitan, hal ini dilakukan agar para pihak paham mengenai dampak-dampak yang 

akan ada selama proses kepailitan ini berlangsung, dan mencegah terjadinya 

penafsiran ganda mengenai hak dan kewajiban yang akan diterima dari proses 

kepailitan. 
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